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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 7 TAHUN 2608

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI GOWA,

a. bahwa dalam rangka menindak
lanjuti  Peraturan  Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan  Daerah  Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Gowa;



Mengingat

. bahWa berdasarkan Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah  disebutkan
bahwa Dinas sebagai  amsur
pelaksana otonomi daerah, perlu
ditata sesuai dengan perumpunan
urusan;

- bahwa untuk maksud tersebut pada

huruf a dan b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Gowa.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun

1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dj
Sulawesi  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara ©=  Republik  Indonesia
Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan  Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan  dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan  antara
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Pemerintah, Pemerintahan Déerahg
Provinsi dan Pemerintahan Daerahi
Kabupaten/Kota
Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi’
(Lembaran!

Perangkat - Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik:
Indonesia Nomor 4741 )

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri!
Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Penataan.

Petunjuk Teknis
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan  Daerah
Gowa Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Gowa (Lembaran
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(Lembaran

Kabupaten

Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN GOWA"

Menetapkan

BABI
KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I, Dacrah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai- batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan  kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

5



prinsip otonomi seluas-luasaya dalam sistem dan prinsip
I\{egara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Gowa beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Gowa.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan Daerah
Kabupaten Gowa. - : |

6. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang
gerupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten

owa.

7. Dinas adalah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa
yang merupakan unsur pelaksana ofonomi daerah,

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkup
Pemeri'nt’gh Kabupaten Gowa.

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkup Pemerintah

< Kabupaten Gowa.

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian " pada Dinas Lingkup
Pemerintah Kabupaten Gowa. ‘

Il. Scksi adalah Seksi pada Dinas Lingkup Pemerintah
Kabupaten Gowa.

12, Unit Pelaksana Teknis yang disebut dengan UPT adalak
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkup Pemerintah
Kabupaten Gowa. _

13, Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

BAB It
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa,
yang terdiri atas :

a. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda.

b. Dinas Kesehatan,

c¢. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
¢. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

g. Dinas Pekerjaan Umum.

h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

J. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

k. Dinas Pertanian.

l. DinasPerikanan, Kelautan dan Peternakan,

m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan,

n. Dinas Pengelolaan Keunangan Daerah,



0. Dinas Pertambangan dan Energi
- . - - gi‘ '
2) tI;)Inas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan
erkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah

yang berada dibawah dan bertan ;
Bupati melalui Sekretaris Daerah. ggung Jawab kepada

b BAB II1
INAS PENDIDIKAN, OLAM RAGA DAN PEMUDA

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

‘ , olalraga dan pem jadi
tanggung jawab dan kewenangann  berdaan o p eadi

Perundang—undangan yang berlaku,

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan ty
garakan fugas tersebut pada
Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan, Cl))lah r:ga:aldai

Pemuda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan Teknis d bid It .
raga dan pemuda t bidang pendidikan, olah

berdasarkan Perundang-undangan

. yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan i
1gg pemernintaban dan pelayar
umum di bidang Pendidikan, Olah raga dan Penll)lfd?anml
8

© ¢. Pombinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

{ugas dan kewenangannya;

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, kewangan, kepegawaian, perlengkapan
dan peralatan; . :

e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

{. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
struktur organisasi Dinas Pendidikan, Olah raga dan
Pemuda, terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pendidikan Dasar:
1) Seksj Manajemen Pendidikan.
2) Seksi Pembinaan ‘Tenaga Pendidik dan
Kependidikan.
3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
d. Bidang Pendidikan Menengah:
1) Seksi Manajemen Pendidikan Menengah.



2) Seksi  Pembinaan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan.
3) Seksi Sarana dan Prasarana  Pendidikan
Menengah
e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Prasekolah:
1) Seksi Pendidikan Non Formal,
2) Seksi Pendidikan Prasekolah,
3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Non
Formal dan Prasekolah.
f. Bidang Olah Raga dan Pemuda:
1) Seksi Pembinaan Kepemudaan,
2) Seksi Pengembangan Olah raga,
3) Seksi Pengembangan Minat dan Bakat.
g Kelompok Jabatan F ungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Olahraga
dan Pemuda, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dengan
Peraturan Daerah ini.

BABIV
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas ‘melaksanakan sebagian
kewenangan atau urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan dj bidang Kesehatan
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yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuy.

Pasal 7

Untuk penyelengparaan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan

Duerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

¢. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan
berdasarkan Perundang-undangan vang berlaku;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Kesehatan;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugas dan kewenangannya; o

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi

ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan

dan peralatan;

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; . .

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

= e

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 8
(1) Untuk pelaksanaan tugas dan ﬁmg:sinya, susunan dan
struktur organisasi Dinas terdiri  dari =
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat : ‘
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
' 1



3) Sub Bagian Keuangan,

c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan -
1) Seksi Puskesmas.
2) Seksi Pembinaan Rumah Sakit.
3) Seksi Kesehatan Khusus.

d. Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan |

Penyakit :

1) Seksi Pencegahan Penyakit.

2) Seksi Pemberantasan Penyakit.

3} Seksi Pengamatan Penyakit/Survailans
e. Bidang Bina Kesehatan Keluarga :

1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.

2) SeksiBina Gizi.

3) Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan

Lingkungan.
1) Seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat,
2) Seksi Kesehatan Lingkungan.
3) Seksi Sarana dan Metode.
g- Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Bagan Struktur Dinas Keschatan, sebagaimana tercantum |

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
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BAB V |
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai
tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau wurusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Sosial, Temaga Kera dan
Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan
kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, :

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 9

Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut

. Perumusan kebijakan teknis .di bidang Sosial, Tenaga
Ketja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Sosial, Tenaga Ketja dan Transmigrasi;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugas dan kewenangannya; ,

d. Pengelolaan adniinistrasi nmum meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
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dan peralatan;

e. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 11

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :
1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial/ANKN dan
Penyandang Cacat,
2) Seksi Penanggulangan bencana.
3) Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak.
d. Bidang Kesetiakawanan Sosial :
1) Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Lanjut Usia.
2) Seksi Pelestarian Nilai
, Kepahlawanan/K ejuangan. -
3) Seksi Kelembagaan Sosial.
¢. Bidang Pembinaan Keagamaan :

1) Seksi Pembinaan Lembaga-Lembaga
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Keagamaan.
2) Seksi Pembinaan Sarana Keagamaan,
3) Seksi Pembinaan Mental Spritual.
[. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja :
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja.
2) Seksi Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja.
3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
g. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagaketjaan :
1)} Seksi Hubungan Industrial.
2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
h. Bidang Transmigrasi :
1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan.
2) Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan
Transmigrasi.
3) Seksi Pengembangan Kelembagaan.
i. Kelompok Jabatan Fungsional. .
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini. =~ . .
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BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan  Informatika
mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau
urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika  yang  menjadi tanggung jawab dan
kewenangannya berdasarkan  Peraturan Perundangan-
undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk  penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 12
Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, mempunyai fungsi sebagai berikut : _

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Perundang-
undangan yang berlakuy; -

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugas dan kewenangannya;

d. Pengelolaan administrasi Pizeibina} meliputi
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kelatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
dan peralatan; o
¢. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; . .
{. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagtan Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 14

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan glan
struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat: .
1) Sub Bagian Umuvm dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3) Sub Bagian Keuvangan.
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
1) Seksi Lalu Lintas.
2) Seksi Angkutan. -
3) Seksi Pengujian dan Perizinan.
d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana :
1) Seksi Pembinaan Opetasio‘nal. _
2) Seksi Reralatan dan Pemeliharaan.
3) Seksi Terminal dan Per,-paﬂ‘aran.
¢. Bidang Informasi dan Telematika : ' )
1) Seksi Media Cetak dan Teknologi Infon?a}SL
2) Seksi Pembinaan Radioe, Film dan Televisi.
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3) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
f. Bidang Pelayanan Informasi :

1) Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan.

2) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan |

Informasi Masyarakat.
3) Seksi Penyuluhan Mobile.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian  kewenangan atau  urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang
menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
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Pasal 16

Lintuk da pasal 15

Untuk penyelenggaraan tugas terscbut pa

Parturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Catatan

&ipll, mempunyai fungsi sebagai Vber.zku_t :

i, Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan
dan Catatan Sipil; _

b, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan .p.elayanan
umum di bidang Kependudukan dan Cate}tan Sipil; .

o, Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugas dan kewenangannya, o

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi
kelatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
dan peralatan; o '

¢. Dengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; _ -

{ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuat
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua )
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 17

y Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
® E}Jt?ukturpzrganisasi Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil terdisi dari
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat: _
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawatan.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3) Sub Bagian Keuangan
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¢. Bidang Kependudukan :
1) Seksi Pendaftaran Penduduk

2) Seksi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk K1)

dan Kartu Keluarga (KK)

3) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan
d. Bidang Catatan Sipil :

1) Seksi Data dan Registrasi Catatan Sipil

2) Seksi Penerbitan Akta Catatan Sipil

3) Seksi Pelayanan dan Informasi Catatan Sipil
e. Bidang Pengolahan Data dan  Administrasi

Kependudukan ;-

1} Seksi Pengolahan Data Kependudukan

2) Seksi Analisa Data Kependudukan

3) Seksi Evaluasi Data dan Pelaporan

f. Bidang Pendataan, Pengarsipan Kependudukan dan

Catatan Sipil :
1) Seksi Pendataan Penduduk

2) Seksi Pengarsipan Kependudukan dan Catatan |

Sipil
3) Seksi Sarana Kependudukan dan Catatan Sipil
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini. :

20

BAB VIl
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu )
Tugas Pokok dan Fungst

Pasal 18

Pinas  Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tug:;
iii@!ﬁk.sanakan sebagian  kewenangan ata;1 danux;t;gas
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi an tugo
[mnﬂmntuan di bidang Kebudayaan dan Pamgesrdasa);kmgl
menjodi tanggung jawab dan kewenangannya

PPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

] tersebut pada pasal 18
jntuk penyelenggaraan tugas sal
l[;t‘;li},mlumil Daerah ini, Dinas _chudayaan dan Pariwisata,
wetmpunyai fungsi sebagai berfkut.: _
i“;“b i’grurr{usan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan
Pariwisata; .
. Penyelenggaraan urusan pemenntai}ax} dan pelayanan
umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; _—
¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
{ugas dan kewenangannya; o
. I’fngelolam administrasi umum meliputi ketaﬁaltcsa-naan,
keuangan, kepegawaian, perlengk.apar_l dan peralatan;
. Pengelolaan Unit Pelaksana Tekm§ Dinas; . i
f ' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesua
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 20

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
struktur organisasi Dinas Kebudayaan. dan Pariwisata
terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat: , :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3) Sub Bagian Keuangan
¢. Bidang Kebudayaan :
1) Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
2) Seksi Pengembangan Budaya Daerah
3) Seksi Kesenian Daerah
d. Bidang Usaha Pariwisata :
1) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
2) Seksi Pembinaan Usaha Wisata
3) Seksi Perizinan
e. Bidang Pengembangan Kawasan Wisata -
1} Seksi Sarana dan Prasarana
2) Seksi Obyek Wisata
3) Seksi Atraksi Seni dan Aneka Hiburan
f. Bidang Pemasaran Wisata
1) Seksi Promosi Wisata
2) Seksi Analisa Pasar dan Investasi
3) Seksi Penyuluhan dan Peningkatan SDM
g Kelompok Jabatan Fungsional
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(43 Magan  Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan

 Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
P'eraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Dinng Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan
aebapian kewenangan atau urusan Pemerintahan ‘ D.aerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Pekerjaan Umum  yang menjadi tanggung jawab dan
kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 22

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 21_

IPoraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai

fungsi sebagai berikut : o : .

fi, gi’m.xmusan kebijakan teknis di b1dang‘uru§an Pekerjaan
Umum yang meliputi urusan bina marga, cipta karya dan
{nta ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku; _

b, Penyelenggaraan urusan pemenntal:otan dan pelayanan
umum yang meliputi bina marga, cipta karya dan tata
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ruang,

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai déngan lingkup ¢

tugas dan kewenangannya;
d. Pengelolaan
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
dan peralatan;
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai |

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 23

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan @

struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat:
1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
~3) Sub Bagian Keuangan
¢. Bidang Bina Marga :
1) Seksi Pembangunan Jalan.
2) Seksi Pembangunan Jembatan.
3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
d. Bidang Cipta Karya :
1) Seksi Bangunan
2} Seksi Sarana Perkotaan
3} Seksi Sarana Pedesaan

24

administrasi umum meliputi |

¢, Bitlang Tata Ruang :
1} Seksi Penataan Ruang
2} Seksi Penataan Bangunan
3} Seksi  Pengembangan
Perumahan
f. Bidang Kebersihan :
1} Seksi Pengelolaan Sampah
2} Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan
3) Seksi Penataan Taman dan Pemakaman
g. Bidang Tehnik dan Perencanaan :
1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan
2) Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu
3) Seksi Perencanaan Bangunan
li, Kelompok Jabatan Fungsional
(?) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
sebagdimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah
ini.

Permukiman dan

BAB X
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas
melnksandkan  sebagian  kewenangan atau  urusan
Pomerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang
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menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 24
Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
mempunyai fungsi sebagai berikut ;

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan
Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi urusan bina
teknik, operasional dan pemeliharaan sungai, danau dan
waduk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku; :

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum yang meliputi bina teknik, operasional dan
pemeliharaan sungai, danau dan waduk;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugas dan kewenangannya;

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
dan peralatan;

. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi
Pasal 26

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
26

siruktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
terdir dari :
i, Kepala Dinas
b, Sckretariat:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3) Sub Bagian Keuangan
¢, Bidang Bina Teknik :
1) Seksi Sarana dan Prasarana Irigasi danRawa.
2) Seksi Pemanfaatan Air Irigasi. '
3) Seksi Pemetaan dan Pembangunan.
d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan :
1} Seksi Operasional.
2) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.
3} Seksi Pemanfaatan Air.
¢. Bidang Pengembangan dan Pengelohan Sungai,
Danau dan Waduk :
1) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran
Sungai, Danau dan Waduk.
2) Seksi Penanggulangan Banjir.
3) Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Air
Permukaan
{. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air sebagaimana tercantum dealam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.
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BAB X1 '
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Perindusirian dan Perdagangan mempunyai tugas:
melaksanakan  sebagian kewenangan atau  urusan

Pemerintaban Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas.

pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang

menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 27
Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan
Perdagangan berdasarkan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan:

umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuaj dengan lingkup:

tugas dan kewenangannya;

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan:

dan peralatan;
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
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I. Peluksonaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi
Pasal 29
(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
alruktur  organisasi  Dinas Perindustrian  dan

Perdagangan, terdiri dard :

#. Kepala Dinas -

b, Sekretariat: ‘
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3) Sub Bagian Keuangan.

¢. Bidang Perindustrian :
1} Seksi Industrial Hasil Pertanian
2) Seksi Industri Kimia dan Kerajinan
3) Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika

d, Bidang Pengembangan Usaha Mikro :
1) Seksi Pengembangan Pasar dan Promosi
2) Seksi Kerjasama dan Kemitraan Usaha
3) Seksi Pengembangan Kelembagaan

¢. Bidang Perdagangan : :
1) Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan
2) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
3) Seksi Pengawasan dan Distribusi Barang

{. Kelompok Jabatan Fungsional

(2} Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
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Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini. '

BAB XII
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau ©

urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
yang berlaku.

Pasal 31

Untuk penyelenggaraan tugas' tersebut pada pasal 30
Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil ;

dan Menengah, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan |

30

yang menjadi tanggung jawab dan o
kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;

Menengah;

¢ Pemblusan dan pelaksanaan tugas sesua; dengan lingkup
tugiss dan kewenangannya; -

i, Pengelolaan administrasi umum meliputi
kelataluksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
dan peralatan;

¢, I'shpelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

I. Pelaksunoan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
detigan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktar Organisasi

Pasal 32

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
atruktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
din Menengah terdiri dari
i, Kepala Dinas
b Sokretariat:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3) Sub Bagian Keuangan

¢, Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM -
1) Seksi Bina Koperasi dan UMKM
2) Seksi Kemitraan Koperasi
3) Seksi Kelembagaan

d. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran :
1) Seksi Fasilitas Pembiayaan
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2) Seksi  Perdagangan dan
Pemasaran

3) Seksi Pengembangan Simpan Pinjam ;

e. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi dag

Sarana/Prasaranj

1} Seksi Penyuluhan
2} Seksi Pelatihan dan Pengembangan SDM
f.  Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro!
Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalanj

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIN
DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasark
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanias
yang menjadi tanggung jawab dan kewenanganny:
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. |

Pasa 34

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 33;
Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian, mempunyai fungs!
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Perumusan  kebijakan teknis di ‘bidang Pertanian
lierdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang
beilakuw; _

b. Penyelengparaan urusan pemerintzhan dan pelayanan
wirm «li bidang Pertanian; . .

¢. Pémbinnan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugny dan kewenangannya; o

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi
ketalalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
dun peralatan; o

. Pengololaan Unit Pelaksana Teknis Dinas _ .

{. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 35

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
#truktur organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
#, Kepala Dinas
. Seckretariat : _ ‘
1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3) Sub Bagian Keuangan
¢, Bidang Tanaman Pangan :
1) Seksi Pengembangan Broduksi Tanaman Pai}gan
2) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Rertanian
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3} Seksi Penyiapan Paket Teknolgi dan Perbenihan
d. Bidang Holtikultura :

1) Seksi Pengembangan Holtikultura

2) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Holtikultura

3} Seksi Produksi Benih/Bibit Holtikultura

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :

1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
2} Seksi Pemasaran dan Informasi Pasar
3) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya

f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air :
1)} Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
2) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air
3) Seksi Perlindungan Tanaman

g. Kelompok.Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana ;_

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X1V
DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN
PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan mempunyai tugas |

melaksanakan  sebagian kewenangan atay  urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan fugas |
pembantuan di bidang Perikanan, Kelautan dan Petemakan
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ya menjadi  tanggung jawab dan kewenangannya
Ligrdusarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Uik puly;lcngga:aan tugas tersebut pada pasal 36
Perstiian  Daerah  ini, Dinas Perikanan, Kelautan dan
Patepnalkan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

4 Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Perikanan,
Kelautan  dan  Peternakan  berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum.di bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan;

. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai 'dengan lingkup
{ugns dan kewenangannya;

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi
ketalnlaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
dan peralatan;

& Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

*elaksunaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

T

Bagian Keédua
Susunan dan Struktur Organisasi
Pasal 38

{ yUniuk pclaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan
glrukiur organisasi Dinas Perikanan, Kelautan dan
Peternakan terdiri dari ;

[i; Kgpala Dmas
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b. Sekretariat :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2} Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3} Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, -

Pesisir dan Kelautan:
1} Seksi Budidaya Perikanan
2} Seksi Perikanan Tangkap
3)" Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
d. Bidang Pengawasan Sumber Daya dan Ekosistem
Perikanan :

1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber

Daya Jkan dan Jasa Kelautan

2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ekosistem

Perikanan

3) Seksi Pengendalian Penyakit dan Karantina Ikan
e. Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak :

1) Seksi Teknik Produksi dan Pembibitan

2) Seksi Kaji Terap dan Pengembangan Teknologi

3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
f. Bidang Usaha Ternak dan Kesechatan Hewan :

1) Seksi Usaha Ternak

2) Seksi Kesehatan Hewan

3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Rumah Potong __

Hewan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Kelautan?

dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan.
36

Peialuran Daerah ini.

BAB XV
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

IMips Kobutanan dan  Perkebunan mempunyai tugas
ineliksannkan  sebagian  kewenangan  ataw  urusan
Parierintnhan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang
inenjidl tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan

Paratiran Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
Uniuk  penyclenggaraan tugas tersebut pada pasal 39

Perafuran Daerah ini, Dinas Keéhutanan dan Perkebunan,

siempunyal fungsi sebagai berikut

i Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Kehutanan
din  Perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-
imdangan yang berlaku; .

li. P'enyolenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umim di bidang urusan Kehutanan dan Perkebunan;

. Pémbinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

tugns dan kewenangannya; ,
d. Pengelolaan administrasi umuim meliputi
kotatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan
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dan peralatan;
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 41

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan

struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pembinaan, Penertiban dan Perlindungan?

Hutan :

1) Seksi Pembinaan dan Penertiban

2) Seksi Perlindungan / Pengamanan dan
Pengawasan

3) Seksi Penerapan Peraturan dan Perundang-

undangan

d. Bidang Rechabilitasi dan Inventarisasi Hutan dan

Lahan :

1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2) Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Pemetaan
3) Seksi Konservasi Tanah dan Air

387

¢ [IHdang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman
¥dhntanan dan Petkebunan :
) Beksi Aneka Usaha
2} Seksi Budidaya Tanaman
1) Soksi Perbenihan Tanaman
f. Dldang Peningkatan Produksi dan
Teknologi Kehutanan dan Perkebunan :
1} Seksi Proteksi Tanaman
2) Seksi Sarana dan Prasarana
1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pengemba.ngan
SDM
g, kelompok Jabatan Fungsional
() Nagan  Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan
Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
sierupakan  bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

Penerapan -

__ BAB XVI
IHINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

[3nss DPongelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas
pelskaandkan  sebagian  kewenangan atau  urusan
femerntahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
petbantvan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
manjadl tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan
Peraluran Perundang-undangan yang berldku,
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Untuk penyelenggaraan tugas
Peraturan Daerah ini, Dinas P

Pasal 43

tersebut pada pasal 42
engelolaan Keuangan Daerah,

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

--Pembinaan dan pelaksanaan tuga

tugas dan kewenangannya, .
. Pengelolaan administrast umum meliputi.
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapang
dan peralatan; |

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dat.

Perumusan kebijakan teknis di  bidang umsang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah%
berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan yang

7

berlaku; _ ‘
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuang
Aset Daerah,

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 1
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesua

dengan tugas dan fungsinya.

) Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 44

struktur organisasi Dinas Pengelolaan
terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat:

St A S G e e

%) EEE gagian Umum dan Kepegawaian
4) & agian Perencan
’1} Sub Bagian Keuanganaan dan Pelaporan
¢ Hidung Pendapatan Asli Daerah :
Ei Seksi Penetapan PAD .
33 Seksi Pajak Daerah
] é}idgcksi Retribusi Daerah
#. Hidang Perimb in-lai
b g mbangan dan Lain-lain Pendapatan yang

{) Seksi Dana P im .

) oo erimban in-lai
Pcnd.apatan g Sahrn angan dan Lain-lain
§§ getm Pendataan dan Penyuluhan

~4) Beksi Penerimaan dan Penagi
B Ii-aiiéiiﬂg Akuntansi : ? Fonagihan
1) Beksi Akuntansi i
Kas ansi Penerimaan dan Pengeluaran
%) ?;cksiAkuntansi Aset
} hoksi Pen .
; lidang Ange ay:asnunan Laporan Keuangan
l) Seksi Penyusupan APBD
2) 8eksi Otoritas DPA-SKPD
- 4) Beksi Perbendaharaan
B ij‘%}ixﬁi@hg Aset Daerah :
1) Beksi Berencdnaan Kebutuh
231 Boksi Analisa Aset .
4) Reksi Penghapusan Aset

5y o elompokJabatan Fungsionsl
1 Hagan Bteuktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan

Hueral rebagaimana tercantum dalam lampiran dan
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merupakan bagian yang tidak terpisabkan dengan

Peraturan Daerah ini. pegawalan, perlengkapan

{1
Unit-Pelaksana Teknis Dinas;

Ahadit tupas lain yang diberikan oleh i i
i liijaa dan fungsinya. e Bupa sesuai

S ]

BAB XVil
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu

SR

Tugas Pokok dan Fungsi — Bagian Kedua
Pasal 45 diinunn dan Struktur Organisasi
. p |
Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas (4 Uik pelaks asal 47
melaksanakan  sebagian  kewenangan  atau  urusan pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan

f

pipanisasi Di
1a g i Dinas Pertambangan dan Energi,

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas ;

pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi yang
menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 46

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 45 ;
Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan dan Energi, 11 Hekal Geologi .
mempunyai fungsi sebagai berikut : o 9 gfékﬁl Infdgnys;nm;aganpseigzgnl)aya h\/:;}leral
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusang Pengkejian Energi dan Sumber D gan ilayah,
Pertambangan dan Enpergi berdasarkan ketentuan 1) Heksl Pengawasan Geolo fi:r LE}YaI?u'I:leral
Perundang-undangan yang berlaku; Pengusohaan Ajr Bawsh T angah Ingkungan dan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan A Bidang Pertambangan Urnum - .
umum di bidang Pertambangan dan Energi; ] : 1} Hekal Pengawasan Pengus‘ahaan dan Bimb;
¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup ¢ Taknls Pertambangan an Bimbingan
tugas dan kewenangannya; , 4% Heksi Rengusah ‘
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi 1) Beksl KOngSgwasa?iiiem;ﬁ%a: -
- gkun rtambangan

didang Geologi dan Sumber Daya Mineral :

o R D R R
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e. Bidang Listrik dan Energi :
1} Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Energi
2) Seksi Pengawasan dan Bimbingan
Ketenagalistrikan dan Energi
f. Kelompok Jabatan Fungsional
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan

Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang {idak terpisahkan dengan ©

Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

Unit Pelaksana Teknis  Dinas mempunyai  tuga
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilaya
kerja tertentu.

Pasal 49

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 4
Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebag
berikut :
a Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai deng

bidangnya;

iy
e

B
e
=

AT

T

Essnoanasamnms

]

sanAnn urusan administrasi;
>

winn tugas lain yang diberik
i an
#enuai dengan tugas dan fungsinya, oleh Kepala

. - Bagian Kedua
Haumin, Kedudukan dan Struktur Organisasi

Pasal 50

i
& Kepala UPT Dinas;
& Auh Dagian;

kan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

ii pelaksana tekni i
giﬁgg - 1s operasional dan penunjang
&, é_?l_iﬁ[_[pclaksana teknis dinas dipimpin oleh seoran
j;zzlji kUPTd yaKng berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Din i
o i%.!ii%i;)(;rdin&sikan oII;h {'J:sm*razS fen secara operasions]
Wit DPelaksana Teknis Dinas
 Pelaksa belum terd
fan fungsional i Tl SN
) gstonal dapat dibentuk paling banyak 2 (dua)
st dan struktur organisasi unit pel is di
é%ig;;iiuli:mn tercantum dalam lam};:alr(ls?aitilkg:; (ZII?:S
an yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Dpaerah

45



Pasal 51

Pembentukan unit pelaksana tcknis dinas pada masing-
masing dinas tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi
pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan
faktor, antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah,
cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah
kerja.

BAB XIX

TATA KERJA

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan

tugasnya, setiap

lingkungan masing-masing maupun antar
organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

(2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 53

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-
masing dinas akan diatur dalam suvatu uraian tugas yang.

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

46

tingkatan |
manajemen dalam organisasi dinas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam 3'
satuan ¢

e BAB xx
© Pasal 54
engan beri erah tetap ‘memangky

akunya pelantik \
nan knn Perah.l{'an Daerai initd\an terhadap

.. BABR Xx1

LETENTUAN PENUTUP
..-Pﬁsal 5§ .:7 o

I6kuiyn Poraturan Daeraly s

3 4 Tahun, 2001 téntdng?i; ;‘-{nzka Peraturan
anliai | day 181 Pembentukan dan
it 2 Pinas Lingkup
ebagainiana telah diubah

» Ketja

L Orpanisasi dan Tata Kerja Dj

it dun dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. . '

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatangya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

_ Ditetapkan di Sungguminasa
: pada‘tanggal 28 Juli 2008

Diundangkan di Sungguminasa
padictanigal G guli 2008

48

PENJELASAN ATAS

‘URAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
INAS DAERAH KABUPATEN GOWA

- UMUM

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Fépuln Dacrah dibarity gleh perangkat daerah yang
diwaduhi dalam bentiik:Dinas Daerah sebagai unsur
pelikaanaan urusan .diérah yang .didasarkan atas
wriimbangan potensi,” permasalahan, karakteristik
aii ¢lrl khasdaerah. '

~ Dasar utama penyusunan perangkat™ d4grah
dilani  bentuk Dinas  adalah adanya .. urusan

pelnorintehan yang menjadi kewendngan daerdh; ",
yang terdirt dari urusan wajib dan urusan pilihan, °
aanpm tidak berarti bahwa setiap penéng;inan-umséif O

g?ﬁ%ﬁﬁﬁl“illlﬂhan harus “dibentuk kedalam . organisasi
isrsendiri, e

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bdibag‘i
betdasarkan  kriteria  eksternalitasi, akuntabilitas,
#lisioansi dan memperhatikan keserasian hubungan

49



antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wa
dan pilihan.

Dengan  pertimbangan  tersebut,  mé
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 T
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pé
14 dibentuk Dinas-Dinas sebagai unsur pelakss
otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusai.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 57 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 7




¢ Dinus Dacrah
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan Sekretarial
Fungsional -
Sub Baglan Umum Subag Perencanian Suly Baghan
dan Kepoegawalan dan Pelaporin Keuangan
| . - 1.
Bldang Pendidikan Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan Non mdgﬁ%gf‘%gﬂ& dan
Dasar Menengah Formal dan Pra 8ekolah '

) : - Beksl Pemblnaan
Seksi Manajemen Seksi Manajemen Sekal Pendidiken ) Kepsmudaan

Pendidikan ' Pendidikan Menengah Non Farmal

Bkl %ﬁﬁ@ﬁﬂmﬁgan

Sekel Pendidikan

Seksi Pembinaan

Seksi Pembi : Olashraga
;’eniga Pedr}g_igik p&man‘iiﬁ?ﬂﬁlﬁﬂﬁi Pra Sakolah _ d
an Keperdidikan . _ N -
: ‘ . Seksl Sarana dan ] Bekel ﬁéﬁg_éf‘;ﬂmng&n
Sekel Sarans dan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan - Minat dan Balat
Prasarana Pendidikan Non Formmnal .
Prasarana Menengah UPTD Prasek: |

Pendidikan Dasar‘ " 9" )




1 7 Tahun 2008

¥ : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Gowa

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GOWA

]

: Sekretariat
Kelompok Jabatan
Fungsional
| ]
Subag Umum dan Subag Perencanaan Sub Bagian
Kepegawaian dan Pelaporan Keuangan

,e!a?g?:f dan Bidang Bidang Bidang Pemberdayaan Bidang Pembinaan Hubungan Bidang

. . . . Industrial dan Pengawasan . .
habilitasi Sosial Kesetiakawanan Sosial Pembinaan Keagamaan Tenaga Kerja ; “sxei‘eﬂagaki‘;gan Transmigrasi

| | —1 ] 1

! Rehabilitasi Tuna
splal/ANKN dan
fyandang Cacat

Seksi Pembinaan Fakir
Miskin dan Lanjut Usia

Seksi Pembinaan
Lembaga-Lembaga
Keagamaan

! Penanggu!angar{
Bencana .

A

Seksi Pelestarian Nilai
Kepahlawanan/ Kejuangan

ksl Permbinaan
luarga dan Anak

Sekst Pembinaan Sarana
Keagamaan

Seksi Kelembagaan
Sosial

Sekst Pembinaan

Mental Spirituial

Seksi Penempatan Tenaga
Kera dan Perluasan
Kesempatan Keqa

Seksi Hubungan

Industrial

Seksi Penyiapan
Permukiman dan
Penempatan

Seksi Penyediaan dan
Penggunaan Tenaga Keija

Seksi Pengawasan

Ketenagakerjaan

Seksi Pengembangan
— Masyarakat Kawasan
Transmigrasi

Seksi Pelatihan dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Jaminan Sosial

Tenaga Ketja

Seksi Pengembangan

Kelembagaan

UPTD

Y




alupaien Gowa

lﬁéfjéi Dinas Daerah

STRUKTUR ORGANISASI
MUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GOWA

l KEPALA DINAS

DINAS PERHUBUNGAN, KO

Kelompok Jabatan

Sekrelariat
Fungsional

Subag Umum dan
Kepegawaian

Subag Perencanaan
dan Pelaporan

Sub Baglan
Keuangan

—

; -%r%m Laly Lintas dan Bidang Teknis Sarana Bldang Informasi dan
Angkutan dan Prasarana

Telematika Bldang Pelayanan
r\J l Informasi

Hekal Lalu Linta Seksi Pembinaan Seksl Media Cetak & Boksl Promosi, Pamaran
%ka Lﬂl mas Operasional Tﬁknologi Informag] dan Penerbitan
- ‘ Seksi Peralatan dan Seksl Pembinaan Beks! Pombard
fiokel Angkutan Perneliharaan Radio Fiim & Telovigl : Kalmnqumlymu:g:;n&
: . _ Iiformus| Masyarekat
tokel Pengufian | - Seksi Terminal dan Boksi Pos & e, : "
ﬂ&n Per‘ZInan Perparkiran 0PTD berrvst Te[ekom @i‘ "') . ey &Qkaiggggg'uhan




WAan D Ferawran Laeran Kabupaten Gowa
gt 17 Tahun 2008

anp  : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Gowa

STRUKTUR ORGANISASI
R DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS

— r Sekretariat
Keiompok Jabatan

Fungsional _ _
| | ]

Subag Umum dan Subag Perencanaan Sub Bagian
Kepegawaian dan Pelaporan Keuangan

]
i I | l N

: . Bidang Pengolahan Data | Bidang Pendataan,
KepeBradd?f;!%kan c :3 stdang i dan Administrasj Pengarsipan Kependudukan
7 atatan Sipi Kependudukan dan Catatan Sipil
Seksi Seksi r— Se;‘ﬂ;‘;’;%‘:jgﬁsgnmw ——  Seksi Pendataan Penduduk
- Pendaftaran penduduk | Data & Registrasi Catatan
Sipil
AR — Seksi Anatisa Data Seksi Pengarsipan
L Seksi _ Seksi Kependudukan e Kependudukqn'dan Catatan
.| Penertiban KTP & KK 1 Penerbitan Akta Catatan Sipil Sipit
L. ’_“‘
- : Seksi Evaluasi Data dan .
: zr ey, Seksi Seksi UPTD Seksi Sarana Kependudukan
o T Pelayanan informasi Pelayanan Informasi ' dan Catatan Sipil
- Kependudukan Catatan Sipil -

.'_‘r'l.




;%'ri"-:: Peraturan Daerah Kabupaten Gowa

4 7 Tahun 2008

i .2 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah :

Y Kabupaten Gowa STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GOWA
KEPALA DINAS
Sekretariat
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subag Umum dan Subag Perencanaan Sub Bagian
Kepegawaian dan Pelaporan Keuangan
Bidang Kebudayaan Bidang Usaha Pariwisata Bidang Pengembangan Bidang P ran Wisat
£ : Kawasan Wisata - l[aang Femasa isaia
Seksi Suaka Peninggalan Seksi Pengembangan Sekst Sarana dan . 5
Sejarah dan Purbakala Usaha Pariwisata B Prasarana Seksi Promos! Wisata
,Seksi Pengembangan Seksi Pembinaan . - i Anali
* *c Budaya Daerah . Usaha Wisata —| Seksi Obyek Wisata Sl A?:\E:g:s?sar den
e | i i Seksi Atraksi Seni dan Seksi Penvuluhan dan
.:Sek& Kesenian Daerah Seksi Perizinan . Aneka Hiburan : ; k!;?an oM

UPTD

RN,




mptran - Peraturan Daerah Kabupaten Gowa

1 7 Tahun 2008

: Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Gowa

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GOWA

— 1

KEPALA DINAS
]
Sekretarlat
Kelompok Jabatan
Fungsionai
Subag Umum dan Subag Perencanaan
Kepegawaian dan Pelaporan
Bidang Bina Marga Bidang Cipta Karya Bidang Tata Ruang Bidang Kebersihan “":‘;’:j%

Sekst Pembangunan
Jalan

Seksi Bangunan

Beksi Pembangunan
Jembatan

Seksi Sarana

Perkotaan

Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

Seksi Sarana
Pedesaan

Seksi Penataan
Ruang

Seksi Pengelolaan
Sampah’

Seksi My LI
Toknik Jalan dap
Jambalisp

Seksi Penataan
Bangunan

dan Lingkungan

Seks] Kebersihan Jalan

Seksi Pengufian dan
Pengendalian Muty

Seksi Pengembangan
Pemukiman dan
Perumahan

Seksl Penataan Taman

Seksi Perancanaan
Bangunan

o emakaman
v u e, \ J




11 Kabupalen Gowa

STRUKTUR ORGANISASI

ata Kerja Dinas Daerah DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ATR KABUPATEN GOWA

r KEPALA DINAS

Sekretariat
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sub Bagian Umum Sub Bagian Perencanaan SUb. Bagian
dan Kepegawalan dan Palaporan Keuangan
| | |
) ) . Bidang Operasi dan Bidang Pengembangan &
Bidang Bina Teknik Pemeliharaan Pengelolaan Sungai, Danau dan

Waduk

]

. K . Seksi Rehabllitasi dan
Seksi fg’:;zadﬁ‘kz:f:am"a Seksi Operasional Pemeliharaan Bantaran Sungai,
) -.Danau dan Waduk

Seksi Pemanfaatan Air Seksl Pemeliharaan dan Seksi Penanggulangan
Irigasi Pengawasan Banjir
Seksi Pemetaan dan Sekst Pemanfaatan Air Seksi Sumber Daya Air Tanah
. Pembangunan dan Air Permukaan




HAHD w1 L e s s s s — o s

i .7 Tahun 2008
ny :Organisasi dan Tafa Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Gowa

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan
Fungsional’
Subag Umun:x dan E“'uhgg}?ta‘fencajna@n :
Kepegawaian dan Palaporan
, . . Bidang Pengembangan
Bidang Perindustrian Usaha Mikro Bidang Perdagangan
Seksi Industd Hasil Seksi P b pokel Pembinaan Usaha
. eksi Fengemiangan 1
Pertanian Pasar dan Promosl dan Sarana Perdagangan
P ,,(_ Seksi e e ' Seksi Pembinaan dan
eksi Industri Kimia Seksi Kerjasama dan — i
dan Kerajinan Kormilrean Usaie Perlindungan Konsemen
- . : i Seksi Pengawasan dan
Seksi Industr Mesin, ; i), ‘ A
Logam dan Elektronika Sekﬂelfl‘;l:‘%glggg‘?gals ' D!Stnbus: Barang




Fubun 2008
ianisasi dan Tata Ketja Dinas Daerah
wipaten Gowa

STRUK'TUR ORGANISASI
A MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN G{FWA
KEPALA DINAS

DINAS KOPERASI USAT

Halgutarial
Kelompok Jabatan
Fungsional

Subag Umum dan
Kepegawaian

| |

Bidang Bina Usaha , Bidang Pembiayaan dan

Bubay Perencanaan e
dan Pelaporan Sub Daglan Keusnpan

Koperasi dan UMKM Pemasaran
Seksi Bina Koperasi

Seksi Fasilitas .
dan UMKM — Pembiayaan Seksi Penyuluhan

Bidang Pelatihan dan P@nyuluhﬁn
Koperasi dan LUIMKM

Seksi Kemitraan Seksi Perdagangan &

Seksi Pelatihan dan
Koperasi ] Sarana/Prasarana Pengembangan SDM
Pemasaran
Seksi Kelembagaan Seksi Pengembangan

Simpan Pinjam

7

GASAN YASIN LIMPG-



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERTANIAN KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS

]

Sub Bagian
Keuangan

N

’i Pengembangan
aifukst Tanaman
" Pangan

Holtikultura

Seksi Pengembangan

: Pengemﬁangan
£ Mesin Pertanian -

Seksi Penyiapan Paket
Teknologi Hoffikultura

Seksi Produksi
Benih/Biblt Holtikultura

Sekretarial
Kelompok Jabatan
Fungsional
f%ﬁ{mg Umum dan Subag Perencanaan
Kepegawaian dan Pelaporan

' | = ”

e ang
Bidang Pangotahan dan
g__Taﬂaman Bidang Houikuitura p@%!gg@mn HaSi[ PBﬂgOMhEﬂ Lahan
ngan Paitanian dan Alr

|

Seksl Rehablilasl dan
- Pengambangan Lahan

Tata Guna Alr

Seksl Penpkalian tkiim dan

L Seks! Perfindungan
Tanaman




iran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
ir 7 Tahun 2008

ng : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah STRUKTUR ORGANISASI
Kabupaten Gowa DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GOWA
KERPALA DINAS
|
J . Sekrelarial
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subag Umum dan Subag Perencanaan .
Kepegawaian dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan
|
| ] | |
Bidang Perikanan Budidaya, Bid p Sumb :
Perikanan Tangkap, Pesisir . I aggyaeggs \gizzgt;nm el Bidang Produksi dan Penyebaran Bidang Usaha Temnak dan
dan Kelautan Perikanan Ternak Kesehatan Hewan
Seksi Perlindungan & Seksi Teknik Produksi .
Seksi Budidaya Peiikanan Rehabl!itasisumbger Daya — dan Pembibitan SekSl Usaha Temak
tkan &_Jgsa Kelautan
e Seksi Perikanan - | | SeksiKaji Terap & Seksi Kesehatan Hewan
~ Tangkap _ Seksi Pengawasan dan Pengemban_gan .
, Perdindungan Ekosistemn Perikanan Teknologl
. Seksi Pengawasan dan
. S . Seksi Penyebaran & Pembinaan Rumah
Seksi Pemberdayaan Seksl Pengendalian - Pengembangan Pofong Hewan
Masyarakat Pesisir Penyakit dan Karantina Temak P 4 R ‘
St ikan _ @ 7 N A . _




an : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
: 7 Tahun 2008
g : Organisasidan Tata Kerfa Dinas Daerah
Kabupaten Gowa

, STRUKTUR ORGANISAS]
DINAS KEHUTANAN DAN PERKERBUNAN KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS

— 1
l ’ Sekretariat

[_Kelompok Jabatan
Fungsional

|

Sub Bagian Keuangan

Subag Umum dan

Subag Perencanaan
Kepegawaian

dan Pelaporan

[ | | |

Bidang Pembinaan,
Penertiban dan
Perlindungan Hutan

|

Seksi Pembinaan dan

Penertiban

* Seksi Perlindungan/
Pengamanan dan
Pengawasan

Seksi Penerapan
Peraturan & Perundang-
undangan

Bidang Rehabilitasi dan
Invertarisasi Hutan dan tahan

]

Bidang Pemanfaatan &
Pengembangan Tanaman
Kehutanan & Perkebunan

Seksi Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Seksi Inventarisasi,

Pengukuran dan
Pemetaan

~—1 Seksi Konservasi Tanah

dan Air

]

= Seksi Aneka Usaha

Seksi Budidaya
Tanaman

Seksi Perbenihan

Bidang Peningkatan Produksi
& Penerapan Teknologi
Kehutanan & Perkebunan

Seksi Proteksi
Tanaman

Seksi Sarana dan
Prasarana

| —
1 Tanaman F

Seksi Penerapan
Teknologi &
Pengembangan SDM




an : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa t
: 7 Tahun 2008
g : Organisasi dan Tala Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Gowa

‘ STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAI KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS

i
Sekretarial
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sub Bagian Umum Sub Bagian Perancanaan Sub Bagian
dan Kepegawalan dan Pelaporan Keuangan
[ I i ]
Bidang Pendapatan Asli Bidang Perimbangan & Lain- . ;
Daerah lain F?endapatang‘(ang Sah Bidang Akuntansi Bidang Anggaran Bidang Aset Daerah
— ] ] _ ] A | f
Seksi Dana . ; . .
Seksi Penetapan PAD Perimbangan & Lain- - FS’:rIIeri;Arlt:luar::adnasf: —— Sekst Penyusunan Sem&:&&%ﬁam
lain Pendapatan Yang Pengeluaran Kas APBD
Sah
_ " | Seksi Pajak Daerah | Seksi Pondatann & | Seksi Akuntansi Aset Seksi Ostﬁr;tia)s DPA- Seksi Analisa Aset
“dz Penyuluhan
- Seksi Retribusi - - — Seksi Penyusunan . hay
ST Daerah — SEKSI PEHE!'!maan & Laporan Keuangan Seksi Peﬂg apusan Asel
5 ) Penagihan
‘ UPTD




o

i : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa

17 Tahun 2008

i. 1 Organtsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Gowa

DINAS KJ&

Kelompok Jabatan
Fungsional

|

Bidang Bina
Pelayanan Kesehatan

I

Saekretariat

Sub Baglan Umum
dan Kepegawalan

Subag Perencanaan
dan Pelaporan

Sub Bagian
Keuangan

Bidang Bina Pencegahan

dan Pemberantasan
Penyakit

]

Seksi Puskesmas

|

Seksi Pembinaan

* Rumah Sakit

Seksi Pencegahan
Penyakit

Seksi Pemberantasan

Seksi Kesehatan
Khusus

Penyaldit

Seksi Pengamatan

Penyakit/Survailans

I

Bidang Bina Keschalan
Kaluarga

Bidang Promosi Kesehatan
dan Kesehatan Lingkungan

]

Seksi Kesehatan lbu

dan Anak

Seksi Bina Gizi

UPTD

Seksi Kesehatan Usia
Lanjut

.

¢ s,

Seksl Promosi dan Peran
Serta Masyarakat

Seksl Kesehatan
Ltingkungan

L1 Seksl Sarana dan Metode




U

: 7 Tahun 2008
: Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Gowa

DINAS PERTAMBAN:

prensess R

smssntnsy

fekrelariat
Kelompok Jabatan
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